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Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahan Soeharto (Orde
Baru) menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera dan
tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut perlu secara terus
menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi
masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya
semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah
menimbulkan kerugian negara sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak
pada tumbuhnya krisis di berbagai bidang.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau
oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang
memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai
pola perbuatan yang sedemikian rapi.’

Penanganan tindak pidana korupsi sampai saat ini masih belum sesuai
dengan harapan masyarakat bahkan sebagian berpendapat terkesan sangat lamban.
Dipandang dari keuangan negara, penanganan tindak pidana korupsi memerlukan

kecepatan agar dengan demikian dapat segera mungkin menyelenggarakan

'Surachmin dan Suhandi Cahava. Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta,
UNIVERSIFASSMEPAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 2

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp&cigégs%%/&r?ir%agohslll g%luArE%aac <112 /7 /24



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp&cigégs%%/&r?irteagohslll glgyuArg%aac <112 /7 /24



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpgcigégs%%/&r?}%ansol\sllﬁgl@yuArg%aac 0112 /7 /24



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp&cigégs%%/&r?irteagohslll glgyuArg%aac <112 /7 /24



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpgcigégs%%/&r?}%ansol\sllﬁgl@yuArg%aac 0112 /7 /24



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpgcigégs%%/&r?}%ansol\sllﬁgl@yuArg%aac 0112 /7 /24



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

memberantasnya dan tidak ada jawaban yang mudah. Korupsi, seperti yang sudah

- diketahui oleh seluruh masyarakat, tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak
asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak dasar kemerdekaan, tetapi
juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di
seluruh dunia termasuk Indonesia.

Tingginya angka korupsi di Indonesia telah menyebabkan semua sistem
dan sendi kehidupan bernegara rusak karena praktik korupsi telah berlangsung
secara merata dan membuat larut hampir semua elite politik. Jika dibiarkan terus
berlangsung dan tanpa tindakan tegas, korupsi akan menggagalkan demokrasi dan
membuat negara daiam bahaya kebancuran.

Di tingkat regional Asia dan Asia Pasifik, Indonesia selalu menduduki
peringkat teratas sebagai negara paling korup. Political and Economy Risk
Consultancy (PERC), sebuah lembaga konsultan independen yang berbasis di
Hongkong, menempatkan Indonesia pada posisi sebagai negara juara korupsi di
Asia selama sepuluh tahun lebih secara berturut-turut. Pada tahun 2006, Indonesia
memiliki skor 8,16 yang berarti skor tertinggi yang mendekati angka sempurna
sebagai negara paling korup di Asia. Data PERC menyebutkan bahwa selama 10
tahun lebih, sejak 1997-2006, dan hingga 2011, tingkat korupsi di Indonesia tidak
mengalami perbaikan secara signifikan. Indonesia selalu berada pada peringkat
teratas dalam praktek korupsi, sehingga selalu berada di atas rata-rata korupsi
negara-negara lain.

Publik semakin yakin bahwa praktek korupsi benar-benar sudah merajalela

di Indonesia, ketika kasus-kasus korupsi yang cukup besar terungkap di berbagai
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1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan terbatasnya pengetahuan, waktu dan juga biaya maka
penelitian ini dibatasi pada masalah tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap
Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil dengan menelaah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan
menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

1. Bagaimana dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam
melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak
penghasilan Pegawai Negeri Sipil?

2. Bagaimana upaya penanggulangan perilaku korupsi dalam melaksanakan
pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai

Negeri Sipil?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam
melaksanakan pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak

penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 1

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp&cigégs%%/&r?}%agohé[l%ggyuArg%aac 0112 /7 /24



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun, tan]lga 121r)(Un1ver51tasul}/In%daacnlﬁf@n/24



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun, tan]lga 121r)(Un1ver51tasul}/In%daacnlﬁf@n/24



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun, tan]lga 121r)(Un1ver51tasul}/In%daacnlﬁf@n/24



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apa%lcncégglg%ﬁn(Unlver51tas M%daacnu‘%fffﬁ/zzl



Edy Kurniawan - Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Penghitungan ...

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan
secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian.
Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun
hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap
diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana
korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud,
dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah
dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut.
Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan
tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian
kerugian negara atau perckonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu
faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Undang-undang ini juga mengatur perihal korporasi sebagai subyek tindak
pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur
sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-
Undang No. 3 Tahun 1971.

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi
memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang
sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda

vang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.
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a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang
makin meningkat;

b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan
sumber atau sebab meluasnya korupsi;

c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan
efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;

d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.'

Analisis yang lebih detil lagi teniang penyebab korupsi dipublikasi Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain:

1. Aspek Individu Pelaku

2.

oo‘uibm!""@f—"-.“,c‘?’

e

c.

Sifat tamak manusia

Moral yang kurang kuat

Penghasilan yang kurang mencukupi

Kebutuhan hidup yang mendesak

Gaya hidup yang konsumtif

Malas atau tidak mau kerja

. Ajaran agama yang kurang diterapkan
spek Organisasi

. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

. Sistim akuntabilitas vang benar di instansi pemerintah yang kurang
memadai

Kelemahan sistim pengendalian manajemen

Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

go o

Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.
Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi

Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan
diberantas bila masyarakat ikut aktif

Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena
adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang
dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya
menguntungkan kroni penguasa..l

Evi Hartanti menyebutkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya

korupsi adalah:

' 1hid
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“suatu badan”.
Dalam unsur ini, pembentuk undang-undang mempertegas elemen secara
“melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan hukum secara formil
dan materiil, yakni meskipun perbuatan ini tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan , akan tetapi apabila diangap tercela karena tidak sesuai
dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,
perbuatan tersebut dapat dipidana.
Pada dasarnya perbuatan melawan hukum formal (formale wederrechtelijk)
dan perbuatan hukum materiil (materiede wederrechtelijk) telah lama dianut
dalam sistem peradilan peradilan. Kemudian dalam praktik peradilan tindak
pidana korupsi khususnya terhadap perbuaian melawan hukum materiil
(materiele wederrechtelijk) melalui yurisprudensi.

¢) Melakukan perbuatan : memperkaya dirn sendiri, orang lain atau memperkaya
suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri atau suatu memperkaya korporasi
perkataan “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suvatu badan”
yvang jika dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 UU No. 3/1971, maka
merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak seimbang dengan
penghasilannya atau penambahan kekayan dari sumber-sumber yang tidak sah.
yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan
sumber kekayaanya sedemikian rupa. Terminology “memperkaya™ dalam
Konteks tindak pidana korupsi ini telah dikenal melalui ketentuan pasal 12 ayat
2  Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.

Prt/peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang
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kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/1/7 tanggal 17 April 1958, Pasal 1 huruf
b UU No. 24 Prp Thaun 1960, pasal 1 ayat 1 huruf a UU no. 3/1971 dan Pasal
2 ayat 1 UU no. 3/1971. Pada dasarnya, maksud “memperkaya diri sendiri”
dapat ditafsirkan bahwa pelaku bertambah kekayaanya atau menjadi lebih kaya
karena perbuatan korupsi yag dilakukan tersebut.
Modus operanndi perbuatan memperkaya diri sendiri dapat dilakukan dengan
berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, memindah bukukan
rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi
bertambah kekayaannya.
Memperkaya “orang lain” menurut Darwin Prinst adalah bahwa akibat
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku , ada orang lain yang
menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.
d) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau prekonomian Negara.
Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam
bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk
didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban
yang timbul karena:
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban
pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban
Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,
badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau

perusahaan yan% menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian
dengan Negara.

¥ 1bid, hal. 87.
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Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn), maka
dapat disusun kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

1. Korupsi adalah masalah esensial yang harus diberantas karena dapat
menghambat pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dengan keadaan tersebut penelitian ini didasari kerangka
pemikiran perihal penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

2. Kerangka pemikiran ini juga karena penelitian tentang Tindak Pidana Korupsi
Terhadap Pekerjaan Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil belum pernah diajukan sebagai bahan penelitian skripsi
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Kerangka pemikiran ini juga untuk melihat tentang Bagaimana dampak hukum
kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam melaksakan pekerjaan
penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

4. Kerangka pemikiran ini juga melihat upaya penanggulangan perilaku korupsi

D. Hipotesa

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya
membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui
hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti

sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa

diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang

masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1.

Dampak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam melaksanakan
pekerjaan penghitungan kelebihan pembayaran pajak pengbasilan Pegawai
Negeri Sipil adalah kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa
pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan
No. : 62/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. hakim menyatakan bahwa Terdakwa Drs.
Hasnil, MM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana: “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”. Dan dengan
sebab hal tersebut maka hakim menjatuhkan putusan.
Upaya penanggulangan perilaku korupsi dalam melaksanakan pekerjaan
penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil
adalah dilakukan melalui:
a. Upaya preventif
1) Pendidikan moral agama yang ditanamkan sejak dini pada setiap orang,
berupa kesadaran akan bahaya laten korupsi
2) Meningkatkan kesadaran moral masyarakat untuk selalu menjaga
perbuatannya sehingga tidak terperosok pada perbuatan kejahatan yang
merugikan
3) Meningkatkan kesadaran moral pada pejabat apatur negara dan penegak

hukum agar kekuasaannya dijalankan sebagaimana seharusnya dan
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